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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Kesimpulan Rumusan Masalah 1: 

 PMK Nomor 33/PMK.010/2017 tidak memenuhi asas keadilan. Hal itu 

dikarenakan pengaturan dalam PMK Nomor 33/PMK.010/2017 

mengenakan tarif PPnBM yang sama terhadap mobil dengan motor 

listrik dan mobil konvensional. 

 Apabila masyarakat lebih banyak menggunakan mobil dengan motor 

listrik tentu kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat itu sendiri 

meningkat karena lingkungan yang tetap terjaga  

 PMK Nomor 33/PMK.010/2017 tidak memenuhi asas keadilan modern 

karena pengaturannya tidak meningkatkan kebahagiaan dan 

kesejahteraan masyarakat. 

 PMK Nomor 33/PMK.010/2017 tidak memenuhi asas keadilan menurut 

konsep keadilan klasik Aristoteles karena mengenakan tarif PPnBM 

yang sama terhadap mobil dengan motor listrik dan mobil konvensional 

tanpa memperhatikan kontribusinya 

 PMK Nomor 33/PMK.010/2017 juga disimpulkan tidak memenuhi asas 

non-diskriminasi.  

 Hal itu dikarenakan pengaturan dalam PMK Nomor 33/PMK.010/2017 

yang mengenakan tarif PPnBM yang sama terhadap mobil 

konvensional dan mobil dengan motor listrik.  

 Pengaturan yang demikian memenuhi apa yang dimaksud dengan 

diskriminasi dalam Pasal 24 OECD Model Tahun 2017 yakni perlakuan 

yang sama atas kasus yang tidak sama. Karena pengaturan dalam PMK 

Nomor 33/PMK.010/2017 yang mengenakan tarif PPnBM yang sama 

terhadap mobil konvensional dan mobil dengan motor listrik bersifat 

diskriminatif (sesuai Pasal 24 OECD Model), maka PMK Nomor 

33/PMK.010/2017 tidak memenuhi asas non-diskriminasi. 
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Kesimpulan Rumusan Masalah 2: 

 Karena tidak terpenuhi asas keadilan dan asas non-diskriminasi, maka 

menurut penulis terjadi banyak perlawanan pajak.  

 Perlawanan pajak ini menjadi kendala bagi Dirjen Pajak dalam 

memungut pajak (dalam hal ini PPnBM). Kendala utama Dirjen Pajak 

dalam memungut adalah penyendulupan.  

 Penyelundupan merupakan perlawanan aktif yang dilakukan oleh Wajib 

Pajak.  

 Umumnya, para Wajib Pajak memilih membeli barang-barang yang 

diselundupkan dibanding barang legal adalah karena perbedaan harga 

yang sangat jauh, salah satu penyebab harga legal dianggap mahal 

adalah karena PPnBM. 

 Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk menangani 

kendala-kendala di atas antara lain: 

a. Pemerintah melalui Dirjen Pajak berencana akan melakukan 

pemeriksaan door to door, sehingga setiap Wajib Pajak akan 

diperiksa asetnya secara langsung dan tidak bisa menghindar 

apabila ditemukan Objek Pajak yang diperoleh secara ilegal 

(termasuk tidak membayar pajak).  

b. Pemerintah melalui Polri akan melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai pelabuhan-pelabuhan legal dan ilegal.  

c. Polri juga akan bekerjasama dengan TNI, Bea Cukai, dan KKP 

untuk memperketat pengawasan di bagian-bagian pesisir yang 

rawan dijadikan tempat penyelundupan. 

 SAMSAT melakukan cek fisik kendaraan saat pemilik kendaraan 

hendak melakukan pendaftaran BPKB dan STNK untuk memeriksa 

kecocokan antara fisik kendaraan dan data yang ada dalam surat-

surat/dokumen kendaraan yang bersangkutan guna mencegah 

penyelundupan administrasi  

 



47 
 

B. SARAN 

Saran Rumusan Masalah 1: 

 Penulis memeberikan saran agar pemerintah melakukan perubahan di 

bidang perpajakan, sesuai dengan judul penelitian, khususnya di bidang 

PPnBM terhadap mobil listrik. Perubahan yang dimaksud adalah dasar 

perhitungan tarif PPnBM yang dikenakan terhadap mobil dengan motor 

listrik. Pada saat ini, dalam PMK Nomor 33/PMK.010/2017 diatur bahwa 

dasar perhitungan tarif PPnBM adalah kapasitas mesin, dan jenis mobil.  

 Dalam rangka memenuhi asas keadilan dan asas non-diskriminasi, akan 

lebih apabila dasar perhitungan tarif PPnBM diubah menjadi besarnya 

emisi gas buang. Dengan demikian mobil yang memiliki emisi gas buang 

yang tinggi akan dikenakan tarif PPnBM yang tinggi sehingga masyarakat 

cenrung lebih memilih mobil yang ramah lingkungan (emisi gas buang 

yang rendah) dan mengurangi pencemaran lingkungan.  

Saran untuk Rumusan Masalah 2: 

 Dalam upaya menangani kendala pemungutan PPnBM, penulis 

menyarankan agar adanya satu unit yang merupakan gabungan dari 

perwakilan Direktorat Bea Cukai, Dirjen Pajak, Polri, dan SAMSAT yang 

memiliki tugas khusus mengurus kendaraan yang diimpor sampai dengan 

menerbitkan BPKB dan STNK dari kendaraan yang bersangkutan. 
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